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SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 37 TAHUN 2004

TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,

bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002
tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota
Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan
segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam
penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta
masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif
daerah;

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan
peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber
pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan menjadi
kewenangan Pemerintah Kota Banjar;

bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b
diatas diantaranya adalah Retribusi 1zin Usaha Angkutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b
dan c diatas, perlu diatur Retribusi Izin Usaha Angkutan dalam Peraturan
Daerah.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3215);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3478);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3685) yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3938);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik
Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara
Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG RETRIBUSI
IZIN USAHA ANGKUTAN.



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kota Banjar.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.

Walikota adalah Walikota Banjar.

Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Banjar.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Banjar.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliput perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama
dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga dan pensiunan, dana pensiun, bentuk usaha tetap
serta bentuk badan usaha lainnya.

Izin Usaha adalah izin usaha angkutan umum yang diberikan kepada pengusaha
angkutan umum.

Pengusaha angkutan umum adalah perseorangan atau badan hukum yang berdomisili
di Daerah yang menyelenggarakan usaha angkutan umum.

Izin insidentil adalah izin untuk menggunakan kendaraan bermotor yang menyimpang
dari izin trayek yang berdomisili.

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh pribadi atau badan.

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat
SPAORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data
obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran
retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjunya disebut SKRD adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah
data dan atau keterangan lain dalam pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban

retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.



16. Penyidikan Tindak Pidana Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tindak pidana bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan dipungut retribusi atas setiap pemberian
Izin Usaha Angkutan yang diberikan kepada Pengusaha Angkutan Umum.

(2) Objek Retribusi adalah pemberian lIzin Usaha Angkutan yang diberikan kepada
Pengusaha Angkutan Umum.

(3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin.

BAB Il
PEMBERIAN, BENTUK MASA BERLAKUNYA IZIN
USAHA ANGKUTAN DAN DAFTAR ULANG
Pasal 3

(1) Untuk melakukan kegiatan usaha angkutan wajib memiliki izin usaha angkutan.

(2) l1zin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diberikan oleh Walikota atau pejabat yang
ditunjuk.

(3) Proses administrasi penyiapan izin dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 4

(1) Bentuk Surat Izin Usaha ditentukan lebih lanjut oleh Walikota.

(2) Kepada Pengusaha Angkutan yang telah menedapatkan Surat Keputusan Izin Usaha
Angkutan diberikan Kartu 1zin Usaha Angkutan sebagai kutipan untuk setiap
kendaraan yang dioperasikan.

Pasal 5

(1) 1zin Usaha Angkutan berlaku selama usaha angkutan umum yang bersangkutan masih
berjalan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Kartu Izin Usaha Angkutan untuk setiap kendaraan berlaku untuk jangka waktu 1

(satu) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang.



BAB IV
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 6

Besarnya tarif retribusi pendaftaran dan daftar ulang ditetapkan berdasarkan kapasitas

tempat duduk dan daya angkut sebagai berikut :

NO. KEPASTIAN TEMPAT DUDUK /DAYA BIAYA
ANGKUT

1. S/d 9 tempat duduk / dibawah 2 ton Rp. 5.000,- / Kendaraan
2. 10 s/d 15 tempat duduk / 2 s/d 3,5 ton Rp. 7.500,- / Kendaraan
3 16 s/d 23 tempat duduk / 3,5 s/d 5 ton Rp. 10.000,- / Kendaraan
4. 24 tempat duduk Rp. 12.500,- / Kendaraan

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 7

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 8

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,
dikenakan denda sebesar 10 % ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %
(dua prosen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 9

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh
Walikota.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 10

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh
tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi
retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
PENGURANGAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 11

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan dan pemberian keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib
retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh
Walikota.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 12

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau setinggi-tingginya
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetor ke Kas Daerah melalui Dinas.

(3) Tindak pidana sebagiamana dimaksud pada Ayat (1), adalah pelanggaran.



BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 13

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :

©)

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan,

pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.

. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah

dan Retribusi.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi.

g. Menghentikan penyidikan.

h. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung

jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan, ketentuan yang

diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. MEMET SLAMET.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004 NOMOR 37 SERI C
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 37 TAHUN 2004

TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Derah.

Guna untuk mendukung Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu
memungut Retribusi Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal ini menjelasan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini,
dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam
penafsiran dapat dihindaran.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Cukup jelas.
9

Cukup jelas.
10

Cukup jelas.
11

Cukup jelas.
12

Cukup jelas.
13

Cukup jelas.
14

Cukup jelas.
15

Cukup jelas.
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